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BAB IlII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian
lapangan, serta anaslis yang telah penulis lakukan pada Bab terdahulu, berikut
disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam
penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Proses penyidikan yang dilakukan polisi terhadap orang tua kandung
selaku tersangka dalam kasus anak sebagai korban kekerasan dalam
rumah tangga di Polresta Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini terbukti dengan
terpenuhinya hak-hak tersangka dan hal-hal lain yang berkenaan
dengan tersangka telah terpenuhi dengan baik. Akan tetapi menurut
pendapat hemat penulis di dalam proses penyidikan terhadap kasus
anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan orang tua penyidik
tidak semata-mata dalam melakukan penyidikan hanya berdasarkan
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja melainkan
dapat menggunakan Undang-undang yang lebih khusus lagi, seperti

Undang-undang KDRT dan Perlidungan Anak, agar kepentingan anak
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dan hak-hak anak dalam hal ini dapat terpenuhi dengan baik.

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

SARAN

1. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan terhadap

orang tua selaku tersangka dan terhadap anak korban kekerasan orang tua
di Polresta Yogyakarta hendaknya penyidik memerlukan koordinasi yang
lebih baik lagi dalam rangka mencari solusi yang terbaik bagi para pihak
baik kepada tersangka (orang tua pelaku kekerasan) dan anak (korban).
Dengan mempertimbangkan bahwasanya anak selaku korban masih
berada di bawah umur maka dipandang perlu untuk memberikan
perlindungan hukum dan perlindungan terhadap perkembangan mental

anak/psikologi anak yang bersangkutan.

. Perlunya diberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap orang tua tentang

perlindungan hak-hak anak sehingga orang tua dapat menghargai hak-hak
anak. Orang tua selaku pelaku tindak kekerasan terhadap anaknya harus
memahami bahwa fisik dan mental anak masih sangat lemah sehingga
perlu perlindungan dari orang tuanya. Penegak hukum harus dapat
memahami kepentingan terbaik si anak apabila kemudian orang tuanya
benar-benar terbukti bersalah sehingga proses pemidanaan terhadap orang

tua tidak menimbulkan masalah baru bagi si anak (keluarga).
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